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dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 

(Q.S Al Baqarah ayat 188) 
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ABSTRAK. 
 

 Salah satu persyaratan yang membedakan antara lembaga keuangan 
Syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah keharusan adanya Dewan 
Pengawas Syariah [DPS]. Lembaga DPS bertugas mengawasi segala aktifitas 
lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yaitu 
dengan bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan lembaga 
keuangan Syariah  kepada masyarakat  dan tentu saja kepada lembaga keuangan 
syariah itu sendiri agar dikelola sesuai dengan prinsip Syariah. DPS adalah badan 
hukum yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan Syariahan sehingga 
lembaga keuangan syariah bisa bekerja berdasarkan pedoman yang ditetapkan 
oleh MUI. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan istilah shohibul 
maal dan mudharib dalam perjanjian al murabahah, ada perbedaan yang 
mendasar antara murabahah dan mudharabah. Murabahah adalah jual beli yang 
idealnya menggunakan istilah penjual dan pembeli, sedangkan mudharabah 
adalah akad kerjasama [syirkah] yang idealnya menggunakan istilah shohibul 
maal dan mudharib. 

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan dua 
rumusan masalah, yakni: bagaimana pendapat DPS tentang penggunaan istilah 
shohibul maal dan mudharib dalam perjanjian Al Murabahah di BMT NU 
Sejahtera Mangkang Semarang Dan bagaimana dasar istimbath hukum yang 
digunakan DPS tentang penggunaan istilah shohibul maal dan mudharib dalam 
perjanjian Al Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang? 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodolgi penelitian 
lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa 
deskriptif kualitataif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa DPS membolehkan penggunaan 
istilah shohibul maal dan mudharib dalam perjanjian Al Murabahah, menurutnya 
penggunaan kedua istilah tersebut bukan berarti BMT NU Sejahtera 
menggunakan pembiayaan secara Mudharabah, selain itu beliau juga mengatakan 
bahwa penggunaan istilah istilah itu tidaklah menghilangkan esensi akad 
murabahah itu sendiri.  Dasar hukum yang digunakan oleh DPS beliau merujuk 
pada suatu kaidah yang menyatakan bahwa yang dijadikan pegangan atau yang 
dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknanya bukanlah lafadz dan 
bentuknya. Menurut penulis berdasarkan pandangan DPS dalam memberikan 
dasar hukum janganlah hanya berdasarkan kaidah fiqih, yang hanya bersifat 
teoritis, tetapi juga harus berpedoman pada peraturan yang berlaku tentang 
pembiayaan Syariah. Penulis juga melihat bahwa BMT NU Sejahtera dan DPS 
tidak begitu memperhatikan akad apa yang diterapkan oleh BMT dalam 
memberikan pembiayaan, karena BMT NU Sejahtera hanya memperhatikan 
bagaimana dana yang mereka miliki bisa tersalurkan dan mendapatkan 
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keuntungan dari dana tersebut, sehingga praktek pembiayaan murabahah di BMT 
NU Sejahtera tidak jauh berbeda dengan kredit yang terjadi di bank konvensional. 
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